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BAITUL MAL ACEH BUKA PENDAFTARAN BANTUAN MODAL USAHA 

2025, CEK KRITERIANYA DI SINI 

 

 
https://www.acehglobalnews.com/baitul-mal-aceh-buka-pendaftaran-bantuan-modal-usaha-2025-cek-

kriterianya-di-sini 
 

Banda Aceh, Acehglobal — Baitul Mal Aceh membuka kesempatan bagi 

masyarakat Aceh untuk mendaftar dalam program bantuan modal usaha berbasis individu 

Tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan stimulus keuangan dalam bentuk 

modal usaha kepada pelaku usaha mikro, guna membantu mereka mengembangkan 

usahanya. Mengutip laman resmi Baitul Mal Aceh, Sabtu (8/3/2025), pengumuman 

pendaftaran bantuan modal usaha berbasis individu tersebut dibuka paling telat hingga 15 

Maret 2025. Dan target realisasi penyalurannya akan dilakukan pada Juni 2025. 

Sementara kriteria mustahik untuk memperoleh bantuan itu diantaranya berstatus miskin 

(had kifayah per orang ≤ Rp859.837 perbulan). Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 

(satu) orang per Kartu Keluarga (KK). Diprioritaskan mustahik yang sudah berkeluarga 

dan memiliki tanggungan. Selanjutnya, mustahik berusia dari 20-60 tahun, serta usaha 

yang dijalankan merupakan sumber utama penghasilan keluarga. Lebih lanjut, kriteria 

usaha berdomisili dan menjalankan usaha di wilayah Aceh, memiliki usaha sendiri yang 

sudah berjalan, serta memiliki aset di bawah Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan 

bangunan). Pada program bantuan modal usaha berbasis individu ini, Baitul Mal Aceh 

menggelontorkan anggaran Rp20 miliar yang bersumber dari dana infak. Besaran bantuan 

sebesar Rp3.000.000/orang, dengan target penerima bantuan sebanyak 6.666 orang. 

Jumlah orang per kabupaten/kota dibagi secara proporsional sesuai data kemiskinan se-

Aceh tahun 2024 dari BPS. Pengajuan proposal permohonan bantuan modal usaha ini 

tidak dikenakan biaya apapun. Untuk mendapatkan bantuan modal usaha berbasis 

individu dapat mengajukan permohonan secara online melalui link s.id/usaha-individu-

2025. 
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Informasi lebih lanjut tentang program ini dapat mengunjungi website 

baitulmal.acehprov.go.id dan Instagram @baitulmalaceh. (*) 

 

Sumber berita: 

1. https://www.acehglobalnews.com/baitul-mal-aceh-buka-pendaftaran-bantuan-

modal-usaha-2025-cek-kriterianya-di-sini, tanggal 14 Maret 2025; 

2. https://www.detik.com/sumut/berita/d-7822429/baitul-mal-aceh-kucurkan-rp-20-m-

bantuan-modal-usaha-ini-cara-daftarnya, tanggal 14 Maret 2025; 

3. https://aceh.tribunnews.com/2025/03/14/bantuan-usaha-berbasis-individu-bma-

sediakan-dana-infak-rp-20-m, tanggal 14 Maret 2025. 

 

Catatan: 

❖ Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen 

berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, 

infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian 

berdasarkan syariat Islam.1 

❖ Pelaksanaan kegiatan penyaluran infak pada Baitul Mal Aceh yang tercantum dalam 

lampiran Peraturan ini meliputi: 

a. pemberdayaan ekonomi masyarakat; 

b. investasi; 

c. penyertaan modal; dan 

d. kemaslahatan ummat.2 

❖ Pelaksanaan kegiatan penyaluran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. bantuan modal usaha melalui baitul makmur; 

b. pinjaman bergulir melalui lembaga mitra; 

c. biaya kontribusi pelatihan; 

d. pendampingan dan pengenmbangan ekonomi; 

e. bantuan usaha berbasis individu; 

f. bantuan usaha berbasis kelompok; dan 

g. bantuan dana pengembangan wakaf.3 

 

 

 
1 Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Infak Tahun 2025, Pasal 1 angka 1 
2 Ibid, Pasal 4 angka 1 
3 Ibid, Pasal 4 angka 2 
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Disclaimer :  

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


